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KEPUTUSAN MENTERI  

DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 343 TAHUN 2025 

TENTANG 
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2025 

 

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
 REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan 
kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2025, perlu 
menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa 

berdasarkan hasil pendataan indeks desa; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 

tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 
2025; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6914); 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor 6321); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 367);  

 
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

SALINAN 
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  4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 892); 
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 753); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL TENTANG STATUS KEMAJUAN DAN 

KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2025. 
 
 

KESATU : Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa tahun 
2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
Menteri ini. 

KEDUA : Status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan 
hasil pendataan data Indeks Desa tahun 2025 yang terdiri 

atas dimensi Layanan Dasar, Dimensi Ekonomi, Dimensi 
Sosial, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas dan 

Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa.  
KETIGA : Status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana pada 

Diktum KESATU digunakan sebagai instrumen koordinasi 
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan 
pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus 
untuk kebutuhan pemetaan tipologi desa dan penyusunan 

prioritas penggunaan dana desa. 
KEEMPAT : Klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas: 
a. Desa Mandiri sebanyak 20.503 desa; 
b. Desa Maju sebanyak 23.579 desa; 

c. Desa Berkembang sebanyak 21.813 desa; 
d. Desa Tertinggal sebanyak 4.672 desa; dan 

e. Desa Sangat Tertinggal sebanyak 4.694 desa 
KELIMA : Penghitungan status kemajuan dan kemandirian desa 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

        Ditetapkan di Jakarta 
        Pada tanggal 27 Agustus 2025 

 
        MENTERI DESA DAN 
        PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL 
 REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

 ttd.  
 
        H. YANDRI SUSANTO 

Salinan sesuai aslinya 

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 

Plt. Kepala Biro Hukum 

 
Hasrul Edyar 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN MENTERI DESA DAN 
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 343 TAHUN 2025 

TENTANG 
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN 
DESA TAHUN 2025 

 
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2025 

 
I. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Catatan:  
Desa tidak memenuhi kriteria karena tidak melakukan pengukuran indeks desa 

dengan keterangan: 
a. Desa Batu Jaya, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, 

Penduduk tidak ada/eksodus akibat konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM); 
b. Desa Pulo Bunta, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi 

Aceh, Semua warga dan pemerintahan desa tidak berdomisili di desanya; 
c. Desa Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh 

Tamiang, Provinsi Aceh,  Dana Desa sejak tahun 2020 tidak lagi dicairkan 
(lokasi desanya di dalam Hak Guna Usaha (HGU); dan 

d. Desa Wonorejo, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan 
Selatan Desa Tidak Memiliki Wilayah karena dibeli tambang, Pemerintahan 
Sudah tidak ada dan Masyarakat tinggal kurang dari 20 Kepala Keluarga (KK). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

NO KLASIFIKASI JUMLAH 

1 Desa Mandiri 20.503 Desa 

2 Desa Maju 23.579 Desa 

3 Desa Berkembang 21.813 Desa 

4 Desa Tertinggal 4.672 Desa 

5 Desa Sangat Tertinggal 4.694 Desa 

6 Desa tidak memenuhi kriteria* 4 Desa 

TOTAL 75.265 Desa 
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II.  Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tingkat provinsi 
  
 

NO NAMA PROVINSI MANDIRI MAJU BERKEMBANG TERTINGGAL 
SANGAT 

TERTINGGAL 

DESA 

TIDAK 
MEMENUHI 

KRITERIA 

JUMLAH 
DESA 

1 ACEH 655 1.950 3.413 446 33 3 6.500 

2 BALI 524 94 18 0 0 0 636 

3 BANTEN 137 432 644 24 1 0 1.238 

4 BENGKULU 157 607 554 23 0 0 1.341 

5 DI YOGYAKARTA 384 8 0 0 0 0 392 

6 GORONTALO 266 261 129 1 0 0 657 

7 JAMBI 438 515 444 17 0 0 1.414 

8 JAWA BARAT 2.774 2.189 347 1 0 0 5.311 

9 JAWA TENGAH 2.208 3.921 1.666 15 0 0 7.810 

10 JAWA TIMUR 4.716 2.439 566 0 0 0 7.721 

11 KALIMANTAN BARAT 1.045 529 472 0 0 0 2.046 

12 KALIMANTAN SELATAN 960 758 153 0 0 1 1.872 

13 KALIMANTAN TENGAH 278 479 610 65 0 0 1.432 

14 KALIMANTAN TIMUR 262 342 233 4 0 0 841 

15 KALIMANTAN UTARA 77 82 228 60 0 0 447 

16 KEP BANGKA BELITUNG 188 111 10 0 0 0 309 

17 KEPULAUAN RIAU 55 122 97 1 0 0 275 

18 LAMPUNG 561 1.186 699 0 0 0 2.446 

19 MALUKU 113 303 581 176 27 0 1.200 

20 MALUKU UTARA 27 140 538 335 27 0 1.067 

21 NUSA TENGGARA BARAT 498 405 118 0 0 0 1.021 

22 NUSA TENGGARA TIMUR 100 552 1.758 624 103 0 3.137 
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NO NAMA PROVINSI MANDIRI MAJU BERKEMBANG TERTINGGAL 
SANGAT 

TERTINGGAL 

DESA 
TIDAK 

MEMENUHI 

KRITERIA 

JUMLAH 
DESA 

23 PAPUA 5 45 366 266 266 0 948 

24 PAPUA BARAT 16 21 195 287 284 0 803 

25 PAPUA BARAT DAYA 0 11 236 304 388 0 939 

26 PAPUA PEGUNUNGAN 0 2 188 467 1.960 0 2.617 

27 PAPUA SELATAN 3 14 110 216 334 0 677 

28 PAPUA TENGAH 2 18 165 261 726 0 1.172 

29 RIAU 759 472 369 0 0 0 1.591 

30 SULAWESI BARAT 52 130 265 112 16 0 575 

31 SULAWESI SELATAN 901 727 514 121 3 0 2.266 

32 SULAWESI TENGAH 386 822 620 14 0 0 1.842 

33 SULAWESI TENGGARA 85 619 1.121 80 3 0 1.908 

34 SULAWESI UTARA 785 466 243 11 2 0 1.507 

35 SUMATERA BARAT 489 358 176 12 0 0 1.035 

36 SUMATERA SELATAN 233 1.154 1.446 22 0 0 2.855 

37 SUMATERA UTARA 364 1.296 2.529 707 521 0 5.417 

JUMLAH DESA 20.503 23.579 21.813 4.672 4.694 4 75.265 


